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Abstract

The revocation of the transboundary facilities “Pas Lintas Batas” (PLB) Sebatik-Tawau by the government of Malaysia in 2013, have get a response from the Indonesian government with make  internal and external efforts to qualify modernization ferryboat of  Sebatik-Tawau to the ship above 7 GT according tointernational security standards shipping as acondition for reopened PLB Sebatik-Tawau. The Indonesian government has qualified procurement vessel asked in March 2016, where the Tasbara ship has been lean in port Liem Hie Djung after a series of the trial feasibility. But, what happened until 2017 the Indonesian government has qualified procurement the ship was, Malaysian government still not give permit of PLB Sebatik-Tawau.The reaserach result show that reason of Malasysian not give permit of PLB Sebatik-Tawau not only a ship is not in accordance with international shipping security standars, there are other reason about cost and benefit on the provision of licenses of PLB Sebatik-Tawau who later became consideration of Malaysia to still not give the transboundary passage permission on the border of Sebatik-Tawau
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Pendahuluan
Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara.  Secara administratif pulau ini dimiliki oleh dua negara yang berbeda, yang dibelah oleh sebuah garis lurus yang merupakan perbatasan antar negara. Pulau Sebatik bagian selatan dikuasai oleh negara Indonesia sedangkan bagian utara dikuasai oleh negara Malaysia. Belahan utara seluas 187,23 km² merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 247,5 km² masuk ke wilayah Indonesia. Di bagian utara Pulau Sebatik berbatasan dengan kota Tawau (Malaysia), sedangkan di bagian barat pulau ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan. Sebagai salah satu pusat ekonomi di Sabah-Malaysia, Tawau dan Sebatik dipisahkan oleh selat yang lebarnya sekitar 8 mil laut. Jarak 8 mil laut (± 12.8 km) dari dermaga Sungai Nyamuk yang berada di Sebatik Utara menuju Tawau-Malaysia dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu bermotor. (Robert Siburian : 2012)
Pulau Sebatik memiliki beberapa pelabuhan tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat Sebatik untuk berangkat ke Tawau namun hanya pelabuhan Sungai Nyamuk yang merupakan jalur resmi penyeberangan yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan stempel pada dokumen Pas Lintas Batas yang diperuntukan bagi setiap masyarakat perbatasan yang akan masuk/keluar dari Sebatik menuju Tawau untuk melakukan aktivitas ekonomi antara warga di perbatasan Sebatik dan Tawau dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, garam, elpiji, serta aktivitas perdagangan hasil perkebunan dan perikanan warga Sebatik yang terpusat di Tawau.
Dalam mengatur aktivitas masyarakat di perbatasan Sebatik-Tawau, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat membentuk perjanjian atau kesepakatan kerjasama mengenai wilayah antar negara, seperti Border Cross Agreement (BCA) sejak 27 Mei 1967. Perjanjian  terakhir yang telah disepakati adalah Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing, pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi (Sumatra Barat-Indonesia). Dalam perjanjian BCA Tahun 2006 diatur beberapa ketentuan prinsip, terutama menyangkut aturan penerbitan pas lintas batas, entry/exitpoint atau pos lintas batas laut (PLBL) yang merupakan lokasi masuk/keluar lintas batas antar negara dan cakupan border area  yang masuk dalam ranah perdagangan lintas batas yang diberlakukan bagi pemegang pas lintas batas (Sumarsono, S : 2012). Perdagangan lintas batas yang terjadi di perbatasan Sebatik-Tawau memiliki frekuensi yang cukup tinggi, oleh karena itu pemerintah Indonesia maupun Malaysia membuat sebuah kesepakatan berupa Border Trade Agreement (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas anatara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia”, dimana BTA mengatur lalu lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Pas Lintas Baras (PLB) atau yang biasa disebut Pas Semapadan Laut oleh warga negara Malaysia adalah dokumen atau surat resmi yang memuat keterangan mengenai identitas pemegang pas lintas batas tersebut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang ketentuan penggunaan PLB tersebut diatur dalam BTA, Perjanjian Mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia (Treaty.kemenlu.go.id). Pas lintas batas Indonesia dan pas sempadan laut Malaysia berbentuk sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing pihak dan memuat keterangan mengenai diri pemegang pas lintas batas. PLB bukanlah surat perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dapat dipergunakan ke negara tujuan manapun. PLB merupakan surat perjalanan yang hanya diperuntukkan bagi warga negara yang tinggal di perbatasan. Ketetapan kepemilikan surat perjalanan bagi setiap warga Indonesia yang akan bepergian keluar wilayah perbatasan berfungsi sebagai dokumen untuk melindungi hak dan kepentingan nasional Negara Kepulauan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun1992 tentang keimigrasian. (Efendi : 2014 : 613-627)
Namun sejak tanggal 1 Januari 2013 lalu Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut izin penggunaan PLB untuk jalur pelayaran Sebatik (Indonesia) ke Tawau (Malaysia) dan sebaliknya. Pencabutan pas lintas batas yang dilakukan Malaysia itu dipicu oleh kasus tenggelamnnya speedboat dari Sebatik ke Tawau pada tahun 2010 yang membawa 31 penumpang dan menyebabkan 5 orang penumpang meninggal dunia (http://news.okezone.com diakses pada 15 Januari 2017). Berdasar dari kecelakaan tersebut kemudian Malaysia menganggap speedboat  yang digunakan warga Sebatik untuk menyeberang ke Tawau  tidak memiliki standar keamanan pelayaran internasional, serta faktor keamanan pelayaran kapal-kapal kecil di bawah 7 GT yang mendarat tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut/pelabuhan resmi di Tawau. (http://www.m.kaltara.co diakses pada 15 Januari 2017)
Pemerintah Malaysia memberlakukan aturan baru yang mewajibkan penggunaan paspor/PLB. Bagi warga Sebatik yang awalnya bisa menyeberang langsung ke Tawau menggunakan PLB, sekarang harus ke Nunukan terlebih dahulu dan mendapatkan cap oleh petugas imigrasi, melalui pelabuhan Tunon Taka yang memiliki infrastruktur dan fasilitas pengadaan kapal yang lebih baik dibanding pelabuhan Sei Nyamuk, Sebatik. Akibat dari kebijakan tersebut, warga Sebatik mengalami kerugian dari segi waktu. Sebelumnya mereka hanya butuh 15 menit untuk urusan admisnistrasi masuk ke Tawau. Sekarang, warga harus menempuh waktu perjalanan selama kurang lebih 3 jam untuk dapat tiba di Tawau, dan biaya yang dikeluarkanpun menjadi empat kali lipat lebih mahal. Selain kerugian dari segi waktu dan materi, penutupan jalur Sebatik-Tawau telah mengakibatkan terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan semakin tingginya aktivitas ilegal yang terjadi di perbatasan jalur Sebatik-Tawau, tidak hanya dari pelintas ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi menuju Tawau, kegiatan ilegal seperti drugs trafficking hingga perdagangan kayu ilegal yang merupakan kejahatan lintas batas (Transnational Crime) dapat terjadi dengan lebih leluasa.
Sejak diberlakukannya kebijakan pencabutan PLB oleh Malaysia. Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi pencabutan PLB tersebut BNPP bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan lobi-lobi melalui kerjasama bilateral Sosial Ekonomi Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo), kemudian dengan mengandalkan anggaran APBN maupun ABPD, pemerintah mewujudkan apa yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas (Rakor Tasbara) 2014 secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang dikeluarkan melalui persetujuan kemenhub KPDT dan BNPP, pemerintah baru bisa menyediakan kapal speedboat Tasbara untuk Pulau Sebatik sebagaimana yang disayaratkan oleh Malaysia agar kembali membuka jalur penyeberangan Sebatik-Tawau dengan fasilitas Pas Lintas Batas (http://beritakaltim.com diakses pada 15 Januari 2017). Namun hingga tahun 2017 Malaysia belum juga  member izin penggunaan PLB untuk jalur tersebut dan tetap tidak memberikan surat izin berlayar untuk kapal yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia. 
Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Rational Choice Theory
Menurut Graham T Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan oleh actor yang mana masing-masing berperan sebagai pemain. Hubungan antar actor secara umum digambarkan dalam proses tarik ulur satu sama lain (pulling and hauling). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai political outcomes. Menurut Allison outcomes bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh para actor tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi dan kompetensi antar aktor. (Graham T Allison 1971 : 37)

Teori pilihan rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjawab mengenai apakah keputusan yang diambil terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional. Penjelasan lebih rinci mengenai teori pilihan rasional dinyatakan oleh Stephen M. Waltz, yaitu, (MIT Press Journals : 2006)
a. Teori pilihan rasional bersifat individu, yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan).

b. Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya.

c. Teori pilihan rasional memfokuskan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, contohnya aktor memiliki beberapa pilihan.

Transnational Crime
Secara konsep transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an  dalam The Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. (John R. Wagley : 2006).

PBB sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk kedalam kategori kejahatan transnasional yaitu: (www.repository.usu.ac.id)
a. Dilakukan dalam lebih dari satu negara. 
b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain. 

c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.

d. Dilakukan dalam suatu negara namun memiliki efek penting terhadap negara lainnya.
Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitik. Dimana penulis menjelaskan apa dan menganalisis alasan Penolakan Malaysia Atas Pemberian Izin Pas Lintas Batas (PLB) di Perbatasan Sebatik – Tawau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Penolakan Malaysia Atas Pemberian Izin Pas Lintas Batas (PLB) di Perbatasan Sebatik – Tawau.
Hasil Penelitian
Mobilitas Penduduk dan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Sebatik-Tawau
Pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan, dimana Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik terpisahkan oleh lautan, untuk mencapai Kabupaten Nunukan masayarakat Sebatik harus menggunakan Speedboat, dan menempuh perjalanan laut selama 90 menit dari pelabuhan Sei Nyamuk, sedangkan untuk ke Tawau yang merupakan salah satu pusat ekonomi di Sabah, Malaysia, Sebatik dan Tawau dipisahkan oleh selat yang lebarnya 8 mil laut dimana masyarakat Sebatik hanya memerlukan waktu tempuh perjalanan laut selama 15 menit dari pelabuhan Sei Nyamuk. 
Dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok harian, beberapa pedagang di Pulau Sebatik mendatangkannya langsung dari pulau Jawa dan Sulawesi, namun sebagian besar besar kebutuhan pokok seperti gula, elpiji, garam, bawang, daging, telur, ayam dan barang elektronik lainnya didatangkan dari Tawau, Malaysia dengan alasan efisiensi waktu.

Satu-satunya pelabuhan resmi di Pulau Sebatik yang dapat digunakan untuk menyeberang ke Tawau, Malaysia terletak di Kecamatan Sebatik Utara, Desa Sei Nyamuk. Syarat suatu pelabuhan penyeberangan lintas negara adalah dengan adanya fasilitas kantor Imigrasi, Bea Cukai, fasilitas karantina, dan fasilitas keamanan atau yang disebut CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, dan Security). Pelabuhan Sei Nyamuk telah memenuhi unsur tersebut, namun jika melihat dari kelayakan pelabuhan Sei Nyamuk sebagai pelabuhan penyeberangan lintas negara, pelabuhan tersebut belum layak karena pelabuhan yang memiliki panjang kurang lebih 2 Km tersebut berkonstruksi kayu, dan tidak memiliki fasilitas X-Ray sehingga tidak dapat mengontrol arus keluar masuk barang. 
Bila dibandingkan dengan kondisi di wilayah pulau Sebatik yang sangat jauh tertinggal dengan Tawau, bagi masyarakat Sebatik, Tawau bukan hanya tempat menjual dan membeli kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk mendapatkan modal. Sebagai salah satu pusat ekonomi di Sabah, Malaysia, tidak dapat dipungkiri bagaimanan masyarakat pulau Sebatik sangat bergantung terhadap Tawau. Sebagian modal melaut para nelayan Sebatik berasal dari cukong-cukong asal Tawau. Hal tersebut membuat harga jual hasil tangkapan nelayan Sebatik dikendalikan oleh cukong dari Malaysia. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan telekomunikasi yang masih sangat rendah menyebabkan wilayah Sebatik memiliki aksebilitas yang rendah bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
Jarak Sebatik-Tawau yang hanya membutuhkan waktu tempuh selama 15 menit perjalanan laut melalui Pelabuhan Sei Nyamuk, lebih dekat daripada pusat kegiatan ekonomi di Nunukan menjadikan Tawau sebagai tujuan utama masyarakat Sebatik dalam melakukan kegiatan perekonomiannya.

Tantangan dan Permasalahan di Perbatasan

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sebatik pada umumnya berkiblat ke wilayah Tawau, Malaysia. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik hingga pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari Tawau. Secara jangka panjang, kesenjangan pembangunan antara Sebatik, Indonesia dan Tawau, Malaysia berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya masalah pencabutan izin Pas Lintas Batas (PLB) jalur Sebatik-Tawau oleh pemerintah Malaysia secara sepihak, yang memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan Sebatik-Tawau.

Ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas. Ketersediaan  sarana dan prasarana dasar seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah dan pasar juga masih sangat terbatas, hal itu menyebabkan masyarakat Sebatik sulit untuk berkembang dan bersaing dengan Tawau. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat di lihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai factor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di perbatasan kemudian mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan yang merugikan negara, tidak hanya kegiatan ekonomi yang illegal, kegiatan illegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan narkoba. Dimana kegiatan ini dilakukan secara terorganisir dengan baik sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara.

Pas Lintas Batas Laut

Sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan ekonomi yang cukup tinggi, perilaku interaksi dan lalu-lintas barang antar masyarakat di perbasatasan Sebatik dan Tawau kemudian diatur oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, dengan membuat sebuah kesepakatan berupa Border Trade Agreement (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia” yang ditanda tangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta.
Berdasarkan kesepakatan BTA kemudian menyepakati beberapa poin perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas laut antara Indonesia dan Malaysia, dimana dalam perjanjian tersebut diatur ketentuan pembuatan “Pas Lintas Batas Laut” atau “Pas Sempadan Laut” yang merupakan dokumen perjalanan khusus sebagaimana tercantum dalam ayat 3(2) Pasal 1 dari Perjanjian Mengenai Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penggunaan PLB sebagai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas laut bagi masyarakat yang berada di perbatasan sedangkan untuk warga Indonesia yang bukan masyarakat Sebatik harus menggunakan pasport atau Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) yang hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan,  bukan sebagai dokumen yang dapat dipergunakan untuk mencari kerja dan bekerja, sebagaimana yang diterangan dalam Pasal III poin (d) bahwa pemohon yang akan masuk ke daerah perbatasan Indonesia atau ke perbatasan Malaysia hanya untuk keperluan dagang. Namun kenyataanya dengan adanya PLB para imigran memanfaatkan perjalanannya ke Tawau untuk mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan aturan penggunaan fasilitas PLB pada Pasal IV ayat 1, PLB atau Pas Sempadan Laut akan berlaku untuk diperlihatkan disetiap tempat masuk daerah imigrasi yang berwenang dari salah satu negara, untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat digunakan untuk beberapa kali masuk dengan ketentuan waktu tidak melebihi 30 hari. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan imigran yang tetap memilih tinggal di Malaysia meskipun masa berkunjung paling lama telah habis.
Pelanggaran terhadap penggunaan PLB diketahui telah banyak terjadi sejak lama, dimana pada masa PLB masih berlaku dokumen tersebut sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, seperti halnya menggunakan PLB untuk berkunjung ke Malasyia dalam kurun waktu yang mekebihi batas maksimal waktu kunjungan pengguna PLB dan tetap tinggal di Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka deportasi TKI/WNI yang menggunakan PLB pada tahun 2008-2010.

Tabel 3.1. Deportasi TKI/WNI yang menggunakan PLB
	No.
	Bulan
	Tahun 2008
	Tahun 2009
	Tahun 2010

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Januari
	96
	11
	27
	11
	5
	13

	2
	Februari
	21
	5
	20
	15
	25
	13

	3
	Maret
	47
	14
	59
	15
	9
	8

	4
	April
	91
	20
	63
	33
	6
	5

	5
	Mei
	95
	23
	31
	11
	13
	4

	6
	Juni
	65
	14
	25
	8
	15
	3

	7
	Juli
	81
	4
	76
	27
	11
	5

	8
	Agustus
	19
	8
	38
	9
	8
	3

	9
	September
	42
	9
	59
	17
	11
	18

	10
	Oktober
	65
	8
	23
	15
	9
	3

	11
	November
	16
	11
	31
	10
	6
	2

	12
	Desember
	9
	9
	31
	12
	9
	2

	Jumlah
	647
	136
	493
	183
	127
	79

	Jumlah Total
	783
	676
	206


Sumber: Imigrasi Kelas II Nunukan, 2008, 2009, 2010
Keterangan:
L: Laki-laki
P: Perempuan
Deportasi ini terdiri dari laki-laki dan wanita dewasa, serta anak laki-laki dan anak perempuan. TKI ilegal tersebut ditangkap oleh Pasukan Draja Malaysia, dan sebelum dideportasi terlebih dahulu mereka menjalani kurungan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Air Panas Tawau, Malaysia.
Pencabutan Pas Lintas Batas

Pada tanggal 1 Januari 2013, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk mencabut izin Pas Lintas Batas yang digunakan masyarakat Pulau Sebatik untuk menyeberang ke Tawau untuk melakukan kegiatan perdagangan maupun hanya mengunjungi keluarga yang tinggal di Tawau. Pencabutan izin PLB tersebut berdampak pula pada penutupan rute Penyeberangan jalur Sebatik-Tawau. Akibatnya aksebilitas masyarakat yang tinggal di pulau Sebatik menjadi lebih sulit. Masyarakat Sebatik yang awalnya dapat menyeberang ke Tawau melalui pelabuhan Sei Nyamuk hanya dengan menggunakan PLB yang di tunjukan di pos pemeriksaan pas lintas batas yang ada di Pulau Sebatik, kini harus menggunakan paspor melalui Kabupaten Nunukan karena harus melalui proses keimigrasian dan pemeriksaan yang ketat terlebih dahulu.
Penutupan tersebut dipicu oleh kasus tenggelamnya kapal/speedboad dari Indonesia ke Tawau, yang membawa 31 penumpang, 5 dari penumpang tersebut meninggal dunia pada tahun 2010 lalu dikarenakan kapasitas kapal yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Tidak hanya itu kasus tenggelamnya kapal/speedboat sudah sering terjadi di wilayah Indonesia dengan permasalahan yang sama yaitu jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas kapal yang seharusnya hanya mengangkut 20 penumpang.
Permasalahan kelebihan penumpang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut merupakan pemicu ditutupnya jalur Sebatik-Tawau, dimana kapal yang digunakan masyarakat Sebatik tidak memiliki standar pelayaran internasional, dan faktor keamanan pelayaran kapal–kapal kecil di bawah 7 GT  yang mendarat tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut atau pelabuhan resmi di Tawau.

Dampak Pencabutan Pas Lintas Batas
Pasca pencabutan pas lintas batas oleh pemerintah Malaysia, warga Sebatik maupun Tawau seharusnya tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan jalur penyeberangan yang ada di Sebatik-Tawau, dan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut adalah masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang kebanyakan disuplai dari Tawau. Kesulitan yang diakibatkan oleh penutupan jalur penyeberangan Sebatik-Tawau kemudian menjadikan petani dan nelayan yang akan menjual hasil panen dan tangkapannya dengan kualitas yang masih segar harus menggunakan jalur terdahulu dimana jalur tersebut kini dianggap jalur ilegal karena tidak menggunakan surat perjalanan PLB serta tidak melalui PPLB, sehingga harga dagangan merekapun ditekan oleh pembeli Malaysia yang mengakibatkan kerugian bagi petani ataupun nelayan Sebatik.
Penggantian penggunaan pas lintas batas dengan paspor sangat menyulitkan warga Sebatik, dimana mereka harus melakukan proses administrasi di kantor imigrasi di pulau Nunukan jika ingin menyeberang ke Tawau. Selain waktu tempuh penyeberangan yang memakan waktu 1,5 jam dari pelabuhan Sei Nyamuk ke Nunukan, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Sebatik pun menjadi lebih mahal yaitu lebih dari 200 ribu. Hal tersebut memicu tindakan ilegal yang semakin marak dilakukan oleh masyarakat di perbatasan Sebatik-Tawau yang ingin memangkas waktu tempuh yang sangat lama bila melalui rute penyebrangan legal dari Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, dengan menggunakan jalur ilegal  yang sering disebut masyarakat Sebatik jalur tikus.

Secara aturan kebijakan penutupan jalur penyeberangan Sebatik-Tawau oleh Malaysia mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah Indonesia, namun secara pelaksanannya oleh masyarakat di perbatasan Sebatik-Tawau, aturan tersebut hanya menjadi sebatas aturan yang disepakati kedua negara, dimana dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitas perdagangan seperti biasanya mereka tetap melanggar aturan lintas batas dengan menyeberang secara illegal tanpa menggunakan PLB hingga tindakan penyogokan terhadap petugas yang menjaga di perbatasan.

Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Pencabutan PLB Sebatik

Upaya internal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan koordinasi melalui stakeholder dan melakukan perbaikan Infrastruktur. BNPP pusat melakukan pertemuan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas (Rakor Tasbara), mengangkat agenda pembahasan program strategis dan mendesak di Kabupaten Nunukan khususnya terkait dengan operasional pelabuhan Liem Hie Djung sebagai pelabuhan internasional pelintas batas antar Negara Nunukan-Tawau, penyenyelesaian Standart Operasional (SOP), Pengadaan X-Ray dan modernisasi kapal jalur Sebatik-Tawau diatas 7 GT.
Sedangkan upaya eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) adalah kerjasama bilateral Sosial dan Ekonomi (Sosek Malindo). Kerjasama tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk membicarakan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Sebatik. Permerintah Indonesia melakukan upaya renegosiasi karena dalam keputusan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia merugikan pihak Pemerintah Indonesia sehingga perlunya renegosiasi atas perjanjian terdahulu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui kerjasama Sosek Malindo Membawa permasalahan tersebut dalam sidang ke-18 KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil renegosiasi melalui kerjasama Sosek Malindo adalah dilakukannya implementasi dari hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia-Malaysia, ada beberapa yang sudah terpenuhi, mengenai SOP berdasarkan revisi kesepakatan terakhir telah selesai dan disepakati oleh Indonesia-Malaysia, yaitu mengenai jadwal layanan, jadwal perjalanan Sungai Nyamuk-Tawau, batas maksimum barang bawaan penumpang, Senarai (manifest), speedboat di atas 7 GT yang menggunakan “mesin luar” maksimum hanya boleh muat 15 penumpang harus menggunakan speedboat “mesin dalam”, pemisahan formulir karantina hewan dan tumbuhan serta penambahan SOP tentang Karantina Ikan, dan ketentuan kepemilikan Buku Kesehatan bagi TKI legal.
Upaya renegosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pihak Pemerintah Indonesia dalam beberapa pertemuan kesepakatan forum Sosek Malindo sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati pembukaan jalur Sebatik-Tawau setelah terpenuhinya modal transportasi laut yang sesuai dengan syarat dan standar pelayaran pemerintah Malaysia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menyediakan kapal pengganti yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah bersandar di pelabuhan Nunukan sejak Maret 2016.
Keuntungan Malaysia Setelah PLB Dicabut
1. Penyalahgunaan Dokumen PLB di Sebatik-Tawau Berkurang
Untuk memudahkan aktivitas masyarakat di perbatasan pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerjasama dan membuat kesepakatan untuk memberikan kemudahan dengan menjadikan Pas Lintas Batas (PLB) menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan untuk memudahkan berbagai aktifitas masyarakat di perbatasan baik dalam bidang ekonomi maupun soial dapat terjadi secara legal sejak tahun 2006-2012.  Namun diketahui bahwa kemudahan yang telah diberikan oleh kedua Negara tersebut kemudian telah disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana pelanggaran yang dilakukan seperti, penggunaan PLB untuk mendapatkan pekerjaan, tetap tinggal di negara tetangga melebihi waktu maksimal yang telah ditentukan yaitu 30 hari, dan memasukkan nama pengikut yang bukan anggota keluarga dalam daftar pengikut PLB.
Penyalahgunaan PLB seperti dalam penjelasan diatas, kemudian menjadikan seorang imigran menjadi imigran illegal karena tidak memenuhi dan tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang lintas batas menggunakan PLB. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka Deportasi TKI/WNI yang menggunakan PLB pada tahun 2008-2010.
Dicabutnya izin penggunaan PLB untuk jalur Sebatik-Tawau sejak tahun 2013 telah menghentikan penggunaan PLB jalur Sebatik-Tawau sekaligus berdampak pada penutupan jalur penyeberangan dari Sebatik menuju Tawau, dan menetapkan kebijakan penggunaan passport/PLB melalui pelabuhan resmi Tunon Taka yang ada di Nunukan bila hendak berkunjung ke Tawau, sehingga tidak ada lagi pelintas batas di perbatasan Sebatik yang akan berkunjung ke Tawau melalui pelabuhan Sei Nyamuk, Sebatik dengan menggunakan PLB. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang berangkat dan datang menggunakan dokumen PLB ataupun paspor melalui Pelabuhan Sungai Pancang, Sebatik Utara.
Tabel 4.1. WNI/WNA yang menggunakan PLB/Paspor di pelabuhan S.Pancang

	No.
	Tahun
	Berangkat
	Datang

	1
	2011
	109
	108

	2
	2012
	106
	110

	3
	2013
	0
	0

	4
	2014
	0
	0

	5
	2015
	0
	0

	6
	2016
	0
	0

	7
	2017
	0
	0


Sumber: Imigrasi Kelas II Nunukan

2. Pemusatan Penyeberangan Resmi Pada Terminal Ferry Tawau
Ditutupnya rute penyeberangan jalur Sebatik-Tawau telah merubah rute penyeberangan Sebatik-Tawau yang biasa digunakan masyarakat sebatik menjadi lebih jauh yaitu, melalui rute Nunukan-Tawau, artinya semua masyarakat di perbatasan Sebatik yang akan berkungjung ke Tawau harus melalui pelabuhan resmi yang ada di Nunukan.
Pemusatan penyeberangan yang terfokus pada rute penyeberangan yang berada di pelabuhan resmi  Nunukan-Tawau telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Malaysia, dimana pengelola baru pelabuhan Tawau melakukan penarikan retribusi biaya masuk dan keberangkatan sebesar RM15 untuk orang dewasa dan RM10 untuk anak-anak dan mengenakan biaya sebesar RM 1.30 per kg setelah 10 kg pertama. Biaya yang sangat besar bagi para pengusaha kapal maupun masyarakat yang akan berkunjung ke Tawau.
Kebijakan pengelola pelabuhan baru Tawau meningkatkan biaya restribusi bagi pengusaha kapal maupun masyarakat yang akan keluar maupun masuk ke Tawau dinilai cukup besar oleh para pengusaha kapal di Nunukan akan memberikan keuntungan bagi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi jasa pelabuhan baru Tawau.
Kerugian Malaysia Dan IndonesiaSetelah PLB Dicabut
Selain perhitungan keuntungan yang diterima ketika pencabutan izin PLB Sebatik-Tawau terjadi, berikut beberapa kerugian yang akan diterima oleh Malaysia maupun Indonesia sejak PLB jalur Sebatik-Tawau dicabut:

1. Meningkatnya Aktivitas Perdagangan Narkoba (Drugs Trafficking) Di Sebatik

Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Pulau Sebatik, Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu jalur masuknya narkoba. Tidak hanya menjadi negara transit peredaran narkoba internasional, Indonesia telah menjadi salah satu pasar utama di Asia. Berdasarkan data BNN, jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2015 sebanyak 5,1 juta, jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 3,8 juta pada tahun 2011, dan selama tahun 2012 telah tujuh kasus narkoba yang berhasil ditangani dengan 11 tersangka. 
Pada kurun waktu pemberlakuan PLB Sebatik telah banyak kasus peredaran narkoba yang berhasil ditangani. Pada September 2012 telah terjadi 7 kasus narkoba dengan 11 tersangka yang berhasil ditangani kepolisian sektor Kecamatan Sebatik. Kasus peredaran narkoba yang berhasil ditangani saat masa PLB Sebatik masih berlaku menggambarkan bagaimana kondisi kemanan Sebatik-Tawau pada saat PLB telah dicabut, dimana pada Oktober 2013 Prajurit TNI AD Yoris 141 Kodam II Sriwijaya melakukan pengamanan di wilayah perbatasan Malaysia di Nunukan berhasil menyita 7,95kg sabu yang bernilai lebih dari Rp. 10 milyar yang masuk melalui pulau Sebatik. 
Pada Mei 2014 Kepolisian Resor Nunukan memusnahkan barang bukti 2kg sabu dari dua kasus penangkapan yang keduanya berlokasi di dermaga Sungai Nyamuk. Kemudian pada September 2014 BNN berhasil menangkap tiga orang tersangka yang diduga kuat terkait dalam jaringan narkotika, barang bukti sabu seberat 6.850 gram diakui oleh tersangka dipesan dari seorang warga Filipina yang berdomisili di Tawau, Malaysia kemudian melalui Sebatik barang tersebut dibawa ke Tiroang, Pinrang, Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi penangkapan tiga tersangka.
2. Distribusi Barang Dari Tawau Ke Sebatik Terhenti

Dengan ditutupnya jalur penyeberangan Sebatik-Tawau mengakibatkan aktivitas perdagangan masyarakat di perbatasan seharusnya menjadi terhenti, dimana barang-barang dagangan dari Tawau yang selalu memenuhi kebutuhan pokok warga Sebatik tidak dapat masuk ke Sebatik dengan leluasa seperti sebelum PLB dicabut. Hal tersebut tentu akan berdampak pada pendapatan daerah Tawau yang berkurang dari biasanya. Setelah pencabutan PLB terjadi maka ketiadaan PLB yang merupakan dokumen yang diperuntukan mempermudah aktivitas perdagangan masyarakat di perbatasan seharusnya telah mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi aktivitas perdagangan masyarakat di perbatasan Sebatik maupun Tawau karena penutupan jalur penyeberangan Sebatik-Tawau yang harus dialihkan melalui jalur resmi di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. 
Namun kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan tidak mencerminkan dampak yang terjadi akibat pencabutan PLB, dimana masyasrakat kedua perbatasan negara tetap mampu melaksanakan aktivitas harian mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok kehidupannya dengan leluasa menggunakan jalur tradisional tanpa menggunakan PLB resmi yang  seharusnya terlebih dahulu di cap di kantor imigrasi, dan tidak mengindahkan kebijakan untuk menggunakan jalur resmi yang ada di Nunukan sebagaimana keputusan Malaysia ketika mencabut PLB Sebatik-Tawau pada tahun 2013.

Pengaktivan Pelabuhan Baru Tawau
Pernyataan Malaysia mengenai pencabutan PLB karena infrastruktur di pelabuhan Sebatik yang tidak layak, speedboat yang tidak memenuhi standar pelayaran internasional telah mendapatkan respon baik dari pemerintah Indonesia, dimana Indonesia telah berupaya untuk memenuhi kesepatakan terkait dengan operasional pelabuhan Liem Hie Djung sebagai pelabuhan internasional pelintas batas antar negara Nunukan-Tawau, penyelesaian standar operasional (SOP)  pelabuhan Liem Hie Djung, pengadaan X-Ray dan modernisasi kapal jalur Sebatik-Tawau. Indonesia telah menyiapkan SOP yang siap diterapkan, dan pengadaan X-Ray yang menunjang kegiatan Bea dan Cukai telah ada di pelabuhan Liem Hie Djung, selain itu modernisasi kapal telah dilakukan dengan adanya Kapal Tasbara yang telah berada di pelabuhan Nunukan.
Dengan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menyiapkan SOP dan X-Ray di pelabuhan Liem Hie Djung serta pengadaan Kapal Tasbara seharusnya Malaysia telah memberikan izin PLB untuk jalur Sebatik-Tawau,  namun pihak Malaysia tetap tidak memberikan izin PLB maupun izin berlayar kepada Kapal Tasbara yang telah tersedia. 
Menurut analisis penulis selain berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diterima Malaysia dan Indonesia, alasan lain mengapa Malaysia belum juga memberikan izin pembukaan jalur Sebatik-Tawau setelah tersedianya fasilitas kapal Tasbara merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dalam upaya mengaktivkan berbagai aktvitas perdagangan maupun lintas batas di pelabuhan baru Tawau yang baru resmi dibuka pada akhir tahun 2016. Dimana dengan melakukan penutupan pada rute penyeberang Sebatik menuju Tawau, aktivitas masyarakat perbatasan tersebut pun harus dipusatkan pada satu pelabuhan resmi yaitu pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan pelabuhan Ferry Terminal Baru Tawau.
Kesimpulan
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal pokok berkaitan dengan pencabutan Pas Lintas Batas oleh pemerintah Malaysia secara sepihak dengan alasan infrastruktur transportasi kapal yang tidak sesuai dengan standar keamanan internasional dimana Indonesia telah menyediakan kapal/speedboat  Tasbara sebagai modal transportasi penyeberangan Sebatik-Tawau pada Maret 2016 sebagaimana syarat yang diberikan Malaysia untuk kembali memberi izin PLB jalur Sebatik-Tawau, namun hingga tahun 2017 Pemerintah Malaysia tetap tidak memberikan izin penggunaan kembali PLB jalur Sebatik-Tawau. 
Adanya pertimbangan keuntungan dari berkurangnya penyalahgunaan PLB di jalur Sebatik-Tawau, peningkatan PAD Tawau yang diperoleh dari biaya retribusi yang sangat besar di pelabuhan baru Tawau serta kerugian yang kemudian diterima oleh Malaysia maupun Indonesia sebagai dampak pencabutan PLB seperti peningkatan perdagangan narkoba (Drugs Trafficking) dan terhambatnya aktivitas pendistribusian dan perdagangan barang dari Tawau ke Sebatik maupun sebaliknya.

Selain beberapa alasan diatas, penundaan pemberian izin PLB Sebatik-Tawau oleh pemerintah Malaysia setelah tersedianya kapal Tasbara tahun 2016 oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu strategi yang diterapkan Malaysia dalam upaya untuk mengaktivkan kegiatan perlintasan maupun perdagangan di pelabuhan baru Ferry Terminal Tawau yang baru dibuka pada akhir tahun 2016.

Berdasarkan kebijakan baru yang disepakati kedua negara untuk mengalihkan rute penyeberangan dari Sebatik-Tawau menjadi Nunukan-Tawau, seharusnya tidak ada lagi aktvitas perdagangan lintas batas yang terjadi antara masyarakat di perbatasan kedua negara, namun kenyataannya meskipun PLB Sebatik-Tawau telah dicabut dan penyeberangan resmi hanya ada di Nunukan, hingga saat ini masyarakat yang berada di perbatasan Sebatik maupun Tawau masih melakukan aktivitas lintas batas baik berdagang maupun sekedar berkunjung melalui dermaga-dermaga hingga jalur-jalur tikus yang berada di Sebatik-Tawau tanpa mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan. 
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